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BAB I
PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang Masalah
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangatlah berkembang pesat, terbukti dengan banyaknya perangkat keras dan dengan diiringi perkembangan dari perangkat lunak yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan perubahan dibidang pengolahan data dan informasi. Karena pengolahan data dan informasi yang cepat dan akurat saat ini merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk mencapai suatu kemajuan. Guna meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat tersebut, banyak pihak berusaha untuk menemukan suatu cara agar diperoleh pengolahan data yang cepat, tepat dan akurat. Salah satunya adalah Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Ponorogo mengadakan pembaharuan terhadap sistem pengolahan data yang sudah ada menjadi lebih akurat dan up to date.
BPN di Kabupaten Ponorogo merupakan suatu badan yang bergerak dibidang pelayanan sertifikat tanah yang diajukan oleh pemohon. Karena masihnya tanah-tanah di Indonesia yang belum mempunyai sertifikat, belum selesai terhadap masalah sengketa, atau merupakan tanah negara yang menjadi hak milik perorangan, BPN membutuhkan suatu sistem pengolahan data yang dapat bekerja secara cepat dan akurat dalam pengaksesan data untuk menghindari penumpukan data dan mempersingkat waktu penyelesaian pembuatan sertifikat (kurang dari 60 hari) jika tanah yang diajukan tidak bermasalah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pihak BPN Ponorogo menginginkan diadakannya sistem komputerisasi pembuatan sertifikat tanah di Kantor BPN Kabupaten Ponorogo. Melalui sistem ini diharapkan dapat mempercepat pengolahan data, juga mudah untuk memonitoring data-data yang masuk ke tiap-tiap bagian di dalam pengambilan suatu keputusan terutama pelaporan harian ke Kepala Kantor maupun Pemda.
1.2  Pokok Masalah

Sistem yang dianalisa dan dituangkan dalam bentuk program aplikasi adalah “Komputerisasi Sertifikat (Pembuatan Sertifikat) di BPN Ponorogo”, dengan pokok masalah yang akan dikembangkan adalah pada pengolahan data di dalam pembuatan sertifikat.
1.3  Batasan Masalah

Tujuan penulisan dan penyusunan karya tulis ini adalah membuat program bantuan yang berbasis komputer guna mempermudah pihak BPN melakukan pengolahan data di dalam pembuatan sertifikat.

1.4  Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan karya tulis ini metode yang digunakan untuk memperoleh data-data yaitu :

a. Interview

Mengadakan wawancara langsung dengan Kabag Pendaftaran dan Kasubsi P2K di BPN Ponorogo.

b. Pengambilan Sampel

Meminta sampel-sampel dokumen dan format laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan.

c. Studi Pustaka

Mepelajari buku-buku, diktat-diktat, dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

1.5  Sistematika Karya Tulis

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, batasan masalah, tujuan penulisan karya tulis, metode pengumpulan data, dan sistematika karya tulis.
BAB II PENGOLAHAN DATA

Bab ini  berisikan pembahasan peran dan keberadaan dari BPN serta tugasnya di dalam pembuatan dan penerbitan sertifikat bagi para pemohon yang telah mendaftarkan tanahnya.

BAB III  PERANCANGAN SISTEM
Pada bab ini berisikan gambaran pembuatan sistem, penjelasan sistem, perangkat pendukung berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, perancangan basis data, dan perancangan keluaran.

BAB VI  PELAKSANAAN SISTEM

Pada bab ini berisikan proses pengoperasian program, file-file pendukung dan uraian nama-nama program serta fungsi dari masing-masing program sehingga dapat menghasilkan keluaran dan informasi yang bermanfaat bagi pemakai.
BAB V  PENUTUP

Bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari pembuatan sistem dan program serta saran-saran yang bergua bagi pemakainya.

BAB II

TINJAUAN UMUM 

 2.1 Pelayanan yang diberikan BPN
Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh BPN adalah menerbitkan sertifikat tanah yang dijukan oleh pemohon. Dalam hal ini ada tiga jenis sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN yaitu Sertifikat baru, Sertifikat pengganti dan sertifikat balik nama. Proses penerbitan sertifikat tanah oleh BPN sebenernya bisa cepat dan mudah jika permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
 2.2 Prosedur Sertifikasi Tanah
Prosedur dalam pengurusan sertifikat tanah yang dilakukan oleh pemohon yaitu menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan sesui dengan persyaratan untuk pengajuan/permohonan sertifikat tanah. Berkas yang diterima akan diteliti oleh petugas pendaftaran, jika terjadi ketidak lengkapan atau tidak sahnya berkas yang diterima maka petugas pendaftaran menolak dan mengembalikannya kepada pemohon. 

Apabila berkas tersebut diterima maka pemohon wajib membayar biaya pengukuan tanah sesuai dengan ketentuan pembayaran yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui total  pembayaran tanah yang dimaksut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 1999 tentang  perhitungan biaya terhadap tanah yang dibayarkan, pihak BPN telah menetapkan jumlah biayanya adalah sebagai berikut :

a. Untuk tanah yang dibayarkan belum bersertifikat

Total pembayaran = Biaya operasional + Biaya ukur + Biaya Kas Negara

b. Untuk tanah yang dibayarkan adalah tanah konversi

Total pembayaran = Biaya operasional + Biaya ukur + Biaya Kas Negara +

   Konversi

c. Untuk tanah yang sudah bersertifikat

Total biaya = Biaya ukur + Biaya Transportasi

Setelah dilakukan proses pendaftaran dan pembayaran akan dilakukan proses pengukuran, koreksi hasil ukur, pembukuan buku tanah atau disebut Daftar Isian. Daftara Isian yang dipergunakan dalam proses ini antara lain : 
1. Daftar Isian 305 (D.I. 305) Bukti Pendaftaran & Pembayaran.

Berisi laporan mengenai jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon terhadap tanah yang didaftarkan. 

2. Daftar Isian 201 ( D.I. 201) Surat Keputusan

Berisi daftar-daftar para pemohon yang status tanah dan permohonan sertifikatnya telah diberi putusan oleh KAKAN (Kepala Kantor) B.P.N. Kabupaten setempat. 

3. Daftar Isian 302 (D.I. 302) Hasil Ukur

Berisi hasil pengukuran terhadap tanah yang telah diukur dan diberi keputusan oleh KAKAN dengan mengetahui bahwa tanah yang diberikan keputusan telah disyahkan oleh pejabat yang berwenang. 

4. Daftar Isian 301 (D.I. 301) Pemegang Hak Baru

Berisi data pemohon dan tanah yang didaftarkan setelah diberikan keputusan mengenai Hak Baru tanah tersebut atau data pemegang hak baru.. 

5. Daftar Isian 208 (D.I. 208) Daftar Pemegang Hak Adat.

Berisi daftar tanah-tanah yang telah diberikan hak, penerima surat ukur dan penerima sertifikat atau lebih tepatnya daftar pemegang hak adat. 

6. Daftar Isian 307 (D.I. 307) Pemegang Akta Tanah.

Berisi daftar pemohon yang telah menerima  sertifikat dari tanah yang diajukan permohonan sertifikat

Proses selanjutnya adalah pengetikan sertifikat, Pemetaan dan Pengesahan/Penandatanganan berkas sertifikat.

Setelah semua prosedur terlaksana pemohon tinggal menunggu proses pengolahan data sertifikat tanah. Pemohon dapat melakukan pengecekan permohonanya dengan cara datang langsung ke kantor BPN, apabila pengolahan data sertifikat tanah telah selesai pemohon dapat mengambil sertifikat tanah ke loket 4/ loket pengambilan. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sesuai dengan yang didaftarkan. Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan.
Untuk lebih jelasnya tata cara dalam pengurusan sertifikat tanah dapat ditampilkan ke dalam bagan alir prosedur sertifikasi tanah sebagai berikut :









Gambar 2.1  Bagan Alir Prosedur Sertifikasi Tanah
 2.3 Struktur Organisasi  BPN Tingkat II (Kodya/Kabupaten)

Struktur organisasi dalam setiap instansi pemerintah merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan adanya struktur organisasi yang baik dan terkoordinasi dengan jelas maka setiap sumber daya manusia tersebut dapat mengetahui tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban mereka masing-masing sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dan dapat bekerjasama dalam usaha mencapai tujuan instansi pemerintah tersebut.
Pengertian dari organisasi adalah suatu proses penetapan dan pengambilan tugas yang dilakukan dengan pembatasan tanggungjawab dan penetapan hubungan antar unsur organisasi yang memungkinkan adanya kerja sama yang efektif dalam pencapaian tujuan bersama. Adapun jenis dan sifat organisasi suatu instansi pemerintah ada beberapa macam, biasanya dipengaruhi oleh sifat dan peranan instansi pemerintah tersebut.

BPN Tingkat II (Kodya/Kabupaten) struktur organisasinya menganut sistem organisasi garis atau line, dimana bagian-bagian dalam sistem organisasi garis kekuasaan dan tanggung jawab bercabang pada tiap-tiap tingkatan, mulai dari Kepala Kantor (KAKAN) sampai pegawai dan tiap tingkatan di bawah pengawasan KAKAN secara langsung. Susunan struktur organisasi ini berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 26 Th. 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.
Adapun struktur organisasi yang ada di BPN tingkat II Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :







Gambar 2.2  Struktur Organisasi 
 2.4 Tugas dan Tangungjawab Devisi

Dengan struktur organisasi yang telah digambarkan pada gambar di atas, maka secara organisator bagian-bagian tersebut memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain :

1. KAKAN/Wakil
· Mengadakan pengawasan terhadap semua kegiatan kantor pertanahan

· Memberikan petunjuk kepada bawahannya agar mereka dapat bekerja dengan baik

· Mengesahkan sertifikat tanah

2. SUB. BAG. TATA USAHA

· Mengurusi dibidang surat-menyurat, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga kantor BPN

· Mengumpulkan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan surat-menyurat, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga kantor BPN

3. URUSAN UMUM

· Membantu Sub. Bag. Tata Usaha dalam hal surat-menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga kantor BPN

4. URUSAN KEUANGAN
· Membantu Sub. Bag Tata Usaha dalam hal mengelola keuangan BPN.

5. SEKSI PENGUKURAN dan PENGUASAAN TANAH

· Menerima dan meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen

· Mengesahkan sementara konsep sertifikat baru/pengganti sebagai bukti kebenaran dan kelengkapan dokumen sebelum diserahkan ke KAKAN

· Mencatat barita acara pada buku agenda

6. SEKSI PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN TANAH

· Meneliti ulang dokumen dan apabila menyetujui akan memberikan pengesahan pada konsep Buku Tanah dan sertifikat, yang kemudian akan diteruskan kepada KAKAN.

7. SEKSI PENGURUSAN HAK ATAS TANAH

· Meneliti berkas lengkap yang diterima dari KAKAN

· Menunjuk Petugas Pelaksana

8. SEKSI PENATAGUNAAN TANAH

· Meneliti dan mengesahkan konsep surat undangan resmi yang kemudian diserahkan pada Sub. Bag. Tata Usaha.
BAB III
PERANCANGAN SISTEM

3.1 Pengertian Sistem

Rancangan sistem merupkan langkah awal sebelum dilakukan penyelesaian terhadap maslah yang ada. Untuk mencapai tujuan atau hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dari permasalahan yang ada, dalam hal ini adalah komputerisasi pembuatan sertifikat di BPN Ponorogo maka pihak BPN memerlukan suatu rancangan sistem yang dapat menggambarkan secara garis besar keseluruhan masalah yang akan dikomputerisasi.
Secara umum pengertian sistem adalah kumpulan unsur atau elemen yang saling terkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama (menghasilkan informasi). Informasi merupakan hasil dari pengolahan data, dimana data sendiri dapat diartikan sebagi kumpulan karakter atau fakta-fakta yang merupakan masukkan (input) bagi sistem. Sedangkan informasi adalah hasil keluaran (output) dari proses pengolahan data. Berikut adalah gambar dari hubungan input dan output :


Gambar 3.1 Hubungan input dengan output

3.2 Sistem Pendukung

3.2.1 Sistem Perangkat Lunak
Perngakat lunak (software) adalah program yang digunakan untuk menjalankan perangkat keras. Yang termasuk perangkat lunak diantaranya adalah bahasa pemrograman, sistem operasi, beserta program aplikasi. Program aplikasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah :

a. Bahasa Pemrograman Delphi 5.0
b. Sistem operasi  windows 98.

c. Program aplikasi basis data Paradox 7

3.2.2 Sistem Perangkat Keras

Sistem perangkat keras (hardware) adalah komponen yang secara fisik dapat diraba dan dilihat. Perangkat keras meliputi unit masukkan dan unit keluaran. Dalam penyusunan tugas akhir ini sistem perangkat keras yang digunakan spesifikasinya sebagai berikut :

a. Processor Intel Pentium 233

b. Monitori (RAM) 128  mb

c. Hard disk 20 GB

d. Monitoring VGA
e. Keybord dan Mouse


3.7 Perancangan Masukan
Perancangan masukkan adalah merancang format untuk pemasukkan data yang akan diolah. Rancangan masukkan didesain sedemikian rupa agar pemakai mudah dalam menggunakan. Rancangan masukkan yang diperlukan untuk pengolahan data dalam sistem Komputerisasi Pembuatan Sertifikat Tanah di BPN Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Pemasukan Data Permohonan Pembuatan Akta Tanah

· Rancangan Masukan Identitas Pemohon

· Rancangan Masukan Identitas Tanah

2. Rancangan Pemasukan Data Jenis Permohonan

3. Rancangan Pemasukan Data Jenis Biaya

4. Rancangan Pemasukan Data Pendaftaran Pembuatan Akta Tanah
· Rancangan Masukan Data Pendaftran

· Rancangan Masukan Data Pembayaran

5. Rancangan Pemasukan Data Pegawai
6. Rancangan Pemasukan Data Pengukuran dan Gambar Ukur

· Rancangan Masukan Data Pengukuran

· Rancangan Masukan Data Gambar Ukur/Bidang Tanah

7. Rancangan Pemasukan Data Keputusan dan Pembuatan Akta Tanah

· Rancangan Masukan Data Keputusan

· Rancangan Masukan Data Akta 

3.7.1  Rancangan Pemasukan Data Permohonan Pembuatan Akta Tanah
3.7.1.1 Rancangan Masukan Data Pemohon

Rancangan ini digunakan untuk memasukkan data-data identitas pemohon. Rancangannya adalah sebagai berikut :







Gambar 3.4  Rancangan Masukan Identitas Pemohon

3.7.1.2 Rancangan Masukan Identitas Tanah

Rancangan ini digunakan untuk memasukkan data-data seputar tanah yang akan diajukan permohonan sertifikat. Ranacangannya adalah sebagai berikut :







Gambar 3.5  Rancangan Masukan Identitas Tanah
3.7.2  Rancangan Pemasukan Data Jenis Permohonan
Rancangan ini digunakan untuk memasukkan data jenis-jenis permohonan atas tanah. Adapun rancangannya adalah sebagai berikut :



Gambar 3.6  Rancangan Pemasukan Data Jenis Permohonan
3.7.3  Rancangan Pemasukan Data Jenis Biaya

Rancangan ini digunakan untuk memasukkan data jenis-jenis biaya beserta besar biaya yang harus dipenuh oleh pemohon. Rancangan pemasukannya adalah sebagai berikut :


Gambar 3.7  Rancangan Pemasukan Data Jenis Biaya
3.7.4  Rancangan Pemasukan Data Pendaftaran Pembuatan Akta Tanah
3.7.4.1 Rancangan Masukan Data Pendaftaran

Rancanga ini digunakan untuk memasukkan data-data pendaftaran. Rancangan pemasukannya adalah sebagai berikut :






Gambar 3.8  Rancangan Masukan Data Pendaftaran
3.7.4.2  Rancangan Masukan Data Pembayaran

Rancangan ini digunakan untuk memasukkan data-data pembayaran yang dibayarkan oleh pemohon pada saat pembayaran. Rancangan masukannya adalah sebagai berikut :


Gambar 3.9  Rancangan Masukan Data Pembayaran
3.7.5  Rancangan Masukan Data Pegawai
Rancangan ini digunakan untuk memasukkan data-data identitas pegawai. Rancanan masukannya adalah sebagai berikut :






Gambar 3.10  Rancangan Masukan Data Pegawai
3.7.6  Rancangan Masukan Data Pengukuran dan Gambar Ukur

3.7.6.1 Rancangan Masukan Data Ukur

Rancangan ini bertujuan untuk memasukkan data pemohon dan tanah setelah diadakan pengukuran. Rancangan masukannya adalah sebagai berikut :


Gambar 3.11  Rancangan Masukan Data Ukur
3.7.6.2 Rancangan Masukan Data Gambar Ukur/Bidang Tanah
Rancangan ini digunakan untuk memasukkan data-data gambar ukur tanah setelah dilakukan pengukuran. Rancangan masukannya adalah sebagai berikut :



Gambar 3.12  Rancangan Masukan Data Gambar Ukur
3.7.7  Rancangan Masukan Data Keputusan dan Pembuatan Akta

3.7.7.1 Rancangan Masukan Data Keputusan

Rancangan ini digunakan untuk memasukkan data-data hasil keputusan dari KAKAN mengenai putusan tanah yang didaftarkan untuk pengajuan sertifikat. Rancangan masukannya adalah sebagai berikut :


Gambar 3.13  Rancangan Masukan Data Keputusan
3.7.7.2 Rancangan Masukan Data Akta

Rancangan ini digunakan untuk memasukkan data-data akta Tanah. Rancangan masukkannya adalah sebagai berikut :



Gambar 3.14  Rancangan Masukan Data Akta
Pemohon menyerahkan berkas tanah dan jenis pengajuan permohonan





Loket  Penelitian Berkas dan Pendaftaran


Penelitian berkas


lengkap diterima


tidak lengkap/tidak sah dikemablikan


Pendaftaran











PROSES


Pengukuran 			 4. Pengetikan Sertifikat


Koreksi			 5. Pemetaan 


Pembukuan Buku Tanaha	 6 Pengesahan/Penandatanganan. 





Loket Pembayaran


Jika berkas diterima dan lengkap membayar biaya pengukuran





Loket Pengambilan Sertifikat





KEPALA KANTOR


WAKIL KEPALA KANTOR





URUSAN UMUM





SUB. BAG. TATA USAHA





URUSAN KEUANGAN





SEKSI


Pengukuran dan Pendaftaran Tanah





SEKSI


Hak Atas Tanah





SEKSI


Penetagunaan Tanah





SEKSI Pengukuran dan Penguasaan Tanah





INPUT





PROSES





OUTPUT





		BADAN PERTANAHAN NASIONAL


KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB. PONOROGO


�
�












No. KTP 	  : xxxxxxxxxxxx


Nama		  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Alamat 		  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Umur		  : 99


Pekerjaan 	  : xxxxxxxxxxxxxxxx


Lampiran	  : -





Baru





Simpan





Batal





Hapus





Tutup





		BADAN PERTANAHAN NASIONAL


KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB. PONOROGO





PERMOHONAN PEMBUATAN AKTA TANAH�
�
		








Jenis Permohonan : x


Tgl. Permohonan   : 99/99/9999


NIB		   : 99999


Status Tanah	   : x


Luas Tanah	   : xxxxx


Kegunaan Tanah   : x


Letak Tanah 


Desa/Kelurahan    : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Kecamatan            : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Kabupaten             : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx





Identitas Tanah





Baru





Simpan





Tutup





Batal





Hapus





Identitas Pemohon





Identitas Tanah





		BADAN PERTANAHAN NASIONAL


KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB. PONOROGO


�
�
		


INPUT DATA JENIS PERMOHONAN





Kode 		     : xxxx


Jenis Permohonan   : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx








Baru





Simpan





Batal





Hapus





Tutup





		BADAN PERTANAHAN NASIONAL


KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB. PONOROGO


�
�
		


INPUT DATA JENIS BIAYA





Kode 		     : xxxx


Nama Biaya	     : xxxxxxxxxxxxxxx


Besar Biaya             : Rp 999.999,99








Keluar





Baru





Simpan





Batal





Hapus





		BADAN PERTANAHAN NASIONAL


KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB. PONOROGO





PENDAFTARAN PEMBUATAN AKTA TANAH


�
�



		





No. Daftar	: xxxx


NIB		: 99999


No. 305		: 9999


Tgl. 305		: 99/99/9999


No. 301		: 9999


No. 302 	: 9999


NIP		: xxxxxxxxxxxx





Baru





Simpan





Batal





Hapus





Tutup





Pembayaran





		BADAN PERTANAHAN NASIONAL


KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB. PONOROGO





PENDAFTARAN PEMBUATAN AKTA TANAH�
�
		








Nama Biaya�
Besar Biaya�
�
xxxxxxxxxxxxxxxxxx�
999.999,99


�
�
		Total Biaya   : Rp             999.999,99





Pendaftaran 





Identitas Pemohon





Pendaftaran 





Pembayaran 





Simpan ran 





Baru  





Batal 





Hapus





Tutup ran 





Kuitansi 





		BADAN PERTANAHAN NASIONAL


KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB. PONOROGO





INPUT DATA PEGAWAI�
�
		


NIP 		: xxxxxxxxxxxx


Nama 		: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Alamat 		: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Jabatan 		: xxxxxxxxxxxxxx


Golongan	: xxxx


Jenis Pekerjaan	: xxxxxxxxxxxxx





Baru 





Simpan  





Batal  





Hapus  





Tutup





		BADAN PERTANAHAN NASIONAL


KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB. PONOROGO





PERMOHONAN PEMBUATAN AKTA TANAH�
�
		


		








Bidang Tanah


   NIB		  : 99999





Ukur


   Tgl. Ukur	  : 99/99/9999	          Saksi 1


   No. Surat Ukur  : 99999		Nama	    : xxxxxxxxxxxx


   Tgl. Surat Ukur : 99/99/9999		Umur	    : 99


   Batas Utara	  : xxxxxxxxxxxx	Pekerjaan  : xxxxxxxxxxxx


   Batas Timur	  : xxxxxxxxxxxx	Alamat	    : xxxxxxxxxxxx


   Batas Selatan	  : xxxxxxxxxxxx        Saksi 2


   Batas Barat	  : xxxxxxxxxxxx	Nama	    : xxxxxxxxxxxx


   No. 307	  : 9999			Umur	    : 99


   NIP		  : xxxxxxxxxxxx	Pekerjaan : xxxxxxxxxxxx


   Luas Baru	  : xxxxx		Alamat	    : xxxxxxxxxxxx


	





Pengukuran  





Gambar Ukur/Bidang Tanah  





Hapus





Tutup





Baru





Simpan





Batal





		BADAN PERTANAHAN NASIONAL


KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB. PONOROGO





PERMOHONAN PEMBUATAN AKTA TANAH�
�
		


		








No. Gambar Ukur 	: 9999


Skala 			: 9 : xxxxx





Gambar Ukur :








Pengukuran  





Gambar Ukur/Bidang Tanah  





Baru






























































Simpan





Batal





Hapus 





Tutup





Edit Gambar





Batal





		BADAN PERTANAHAN NASIONAL


KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB. PONOROGO





KEPUTUSAN DAN PEMBUATAN AKTA TANAH�
�
		


		








No. Keputusan 		: xxxxxxxx


No. Gambar Ukur	: xxxxx


No. Hak Baru		: xxx


Status Hak Baru		: xxxxxxxxxxxxxxx


Tgl. Pemberian Hak	: 99/99/9999


Pemegang Hak Asal	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


No. Sertifikat Baru	: xxxxxxxxxxxxxx


Tgl. Sertifikat Baru	: 99/99/9999


Tgl. Pengeluaran Kep.	: 99/99/9999


NIP			: xxxxxxxxxxxx





Keputusan





Akta





Baru





Simpan 





Batal 





Hapus 





Tutup





		BADAN PERTANAHAN NASIONAL


KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB. PONOROGO





KEPUTUSAN DAN PEMBUATAN AKTA TANAH�
�
		


		











No. Akta Tanah			: xxxxxxxx


No. 208				: 9999


(Daftar Pemegang Hak Adat)


Tgl. Pengesahan Akta Tanah	: 99/99/9999





Keputusan





Akta





Baru





Simpan





Batal





Hapus





Tutup





Tanah Baru
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